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Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 209 tentang Pengelolaan dan Perlundangan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

317



